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PENERJEMAHAN UU NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO: METODE DAN STRATEGI
PENERJEMAHAN
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Abstract

Thizs article deals with the topic on problems and challenges in
translating Law Number 1 of 2013 on Microfinance Institution. The law
contains provisions on the services of microfinance and its institutions.
Problems and challenges in the translation process include translating
economic terms, as well as methods and strategies to be applied. Based
on the result of the research, it can be concluded that the translation
process applies Faithful Method and [diomatic Method, Translating this
legal text also applics several transtation strateges. In ranslating a law,
the translation should not only be accurate but also have the function
and purpose of the original text

Keywords: lepal text, translation, tranzlation methed, translation
strategy

Abstrak

Artikel ini mengangkst topik mengensi kendala dan tantangan dalam
penerjemahan Undang-Undang Mo, 1 Tahun 2013 tentang Lembaga
Keuangan Mikroe. Undang-undang ini berisi ketentuan mengenai jasa
kenangan mikro dan kelembagaannya, Eendala dan tantangan dalam
prozes penerjemabannya meliputi penerjemaban kata-kata khuosos
istilah ekonomi dan metode dan  strategi penegemahsn  yang
digunakan. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwra
dalam penerjemshan undang-undang inl, metpde penerjemahan vamg
dapat digunakan adalah Metode Penefjemahan Setia dan Metode
Penerjemahan [diomatis. Penerjemaban teks undang-udang ind juga
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menggunakan  beberapa  stratesi penerjemahan.  Dalam  prozes
penerjemahan undang-undang, terjemahan vang dihasilkan juga tidal
banys harus alurat tetapi juga memilild fungsi dan tujuan

sebagaimana teks aslinya,
Kata Kunei: teks hubum, penerfjemahan, metode penerjemahan,
strategi penerjemahan

1. PENDAHULUAN

Pencrjemahan menurut Nida dan Taber adalsh upaya untuk
mereprodulksi kembali padananan-padanan terdekat dor PCSAn-peaan
¥yang ditulls dalam bahasa Sumber [BSu) ke dalam Bahasa Sasaran
IESa) Mida and Taber 1969:12). Melalui penerfjemshan, schuah teks,
misalnya, akan mampu menjangksu pembaca yang tidsk hanya dari
safl kelompok bhahass saja tetapi dari banpak kelompok bahasa.
Dengan Kata lain, penerjemahan adalah sebuah instrumen yang
mampu menjemhbatani perbedaan-perbedasn bahasa.

Di Indonesia, penerjemahan, baik itu penerjemaban  tulis
{translation] maupun penerjemahan lisan  (fnferpreting, MEemegang
peranan vang cukup penting Salah satu jenis teks wvang hanyak
diterjemsahkan adalah teks hulkum. Teks-teks hukum  tersebut
beragam. Ada yang berupa undang-undang. peraturan pemerintah,
peraturan presiden, képutusan presiden, akta kelahiran, KTP, kontrak,
perjanjian, nota kesepahaman, dan lain sebagainya.

Ehusus untuk teks-teks hukum yang lebih erat kaitannya
dengsn pemerintahan seperti undang-undang, peraturan presiden, dan
sejenisnya, penerjemahannya banyak dilakukan oleh penerjemah-
penerjemah pemerintah, termasul para penerjemah dar Kementerian
Selcretariat Negara.

Di dalam situs resmi Kementerian Sekretariat Negara
(www.setneg go.id), sebagian produk-produl hultum seperti undang-
undang, peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan mentet,
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dar lain sebagainyva diterjemmahkan dari Bahasa Indonesia ke dalam
EBahasa Inggns yeng dianggap scbogai salah satu bahasa internasional,
Isi dari preduk-produk hulum tersebut pun beragam, mulal dari teks
bukum di bidang ckonomi, mooeter, sosial budava, keschatan, politik
keamanan, dan lain sebagainva, Baik teks sumber dalam Bshssa
Indonesia [TSu) dan terjemabanoyva di dalam Bahasa Inggris (TSa)
dunggah ke dalam situs dimakand.

Terjemahan Bahasa Ingpris dan teks-teks hukum  tersebut
diberi label ‘unofficial franslafion’ (penerjemahan tidak resmi). Hal ini
berarti ferjemahan teks hukum terzebut bukanlah terjemahan resma
dan vanpg dijadikan rojulsan utama adalabh tels sumbernva, Peclu
diketahui pula bahwa hingga saat ini, belum ada satu institusi di
Indonesia vang secara resmi berwenang untuk menerbitkan atau
memvalidasi sebuah terjemahan hukum menjadi terjemahan resmi
{official translation).

Tujuan dari penerjemahan telz-teks hultum seperti undang-
undang atau peraturan presiden tersebut adalsh agsr orang asing
dapat tmengerti dan faham izl dan maksud dan tels-teks hulosm
tersebul. Mizalnya, sebuah terjemahan Bahasa Ingeris dan undang-
undang tentang investasi diharspkan mampu membantu para investor
asing dapat mengetahul peraturan-peraturan tentang cara berinvestasi
di Indonesia. ustrasi tersebut menunjukkan bahwa peneremahan
icks-teks hukum di Indonesia memang memilikl peranan  yang
strategis.

Namun demikian, dori gizi teknik penerjemshan, penerjemahan
produk-produl: hulum memilitt kendala dan fantangan-tantangan
sendiri. Beranjak dari pemikdran tersebut, makalah ini mencoba
mengpali masalabh-maszalah seputar penerjemshan tels huloam, yakmni
dari segi metode penerjemahan dan strateg penerjemahan yang dapat
digunakan. Terjemahan yang dijadikan objek dalam penelitian im
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adalah terjemahan Bahasa Inggriz dari Undang-undang Ne.l Tahun
2013 Tentang Lembaga Keuangan Makroekonomi,

2. TEKS HUKUM

Teks hukum adalah telks-teks vang memiliki kekuatan hukuam,
Mahadi [1983] seperti yang dilutip dalam Wijayantie (1000)
menegaskan bahwa bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia
yvang coral pengpunaan bahazanya khas dalam dunia hulum. Sepert:
yang telah dibahas sebelumnya, di Indonesia, teks-teles hukum di
Indonesia dituliz dalam bahasa resmi negara yakni Bahasa Indonesia.
Hal iri secara ditegas dinyatakan dalam Pasal 31 UU Undang-Undang
Mo. 24 Tahun 2009 mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara
zerta Lagu Kebangsaan {selanjutnya disebut UL No, 24/2009):

Avat (1)
“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman
atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negars, instansi
pemerintabhan Republik Indonecsia, lembaga swasta Indonesia
atau persecrangan warga negara [ndenesia®,

Avat [2):
“Nota keséepshaman atan perjanjian sebagaimana dimedsud
pada ayat {1) vang melibatkan pihak asing ditulis jugs dalam
bahasa nasional pihak asing tersebut dan /atsn bahasa Inggris™.

Mamun demikian, beberapa teks-telks hulkum  tersebut,
termnasuk undang-undang, juga diterjermahkan ke dalam bahasa asing,
utamanya Bahasa Inggris kendati terjemahannya adalsh terjemahan
tidak reami. Berkaitan dengan bahass vang digunakan dsalam telks
hukum, Natabaya Meocliono (1977) seperti wang dikutip dalam
Wijavantie (2009, mengataksn bahwa bahasa hulom  Indoneszia
memiliki cici-cirl bahasa keilmuan, valkoi:

1. Lugas dan eksak Rarena imenghinden kesamarsn dan ketaksaan;
2. Objelctif dan menelkan prasasgbas pribadi;
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3.  Memberikan definisi vang cermat tentarg nama, sifat, dan kategori
vang diselidikd untuk menghindarn leeaimpangsmran;
Tidak beremosi dan menjauhi tafeivan vang bersensasi;

9. Membskukan makna kata-katanya, ungkapannyns, dan gaym
Paparaniiya berdasarkan konvernsi:

6. Bercorak hemat, hanva kata-kata yang diperlukan vang dipskai:
dan

7. Bentuk, makna, fungsi kata ilmiah labih mantap dan stabil
daripada yvang dimillki kata biasa.

Darl ciri-ciri di atas, sebuah teks hukum memang mmeniliki
aturan vang ketat' karena adanva beberapa ketentuan yang harus
dipenuhi. Perlu adanya teknik dan kemampuan khusus dalam menulis
atau merancang sebuah teks hukum. Sepert! yang kita ketahui, orang
yang khusus menulis atau merancang teks hukum dikenal dengan
sebutan legal drafter atau tenaga penyusun perundang-undangan
[tenaga suncang). Hal inl meounjukkan betapa tidak mudahnya
menulis sebuah teks hukum. Kenseluensinga bagi penerjemah tels
hukum adalah bahwa menerjemahkan teks hukum pun tidaklah tanpa
kendala dan tantangannva, Menerjemahkan teks hukum herbeda
dengan menecrjemahkan teks-teks labnnya, Hal ind akan dibahaa pada
hal selanjutnya.

Sementara itu, bahasa mernurat Buhler (1965 memiliki tiga
jenis funggi, yakni:

Fungsi Representasional; fungsi ini direpresentasikan oleh tanda-
tanda bahasa (teks, ujaran, kalimat, dil) yang mengacu pada objek
dan fakia di dunia nyata,

Fungsi Honatif; bahase dikatakan memiliki fungsi ini apabila
mampu meminta pembaca/ pendengar untuk melakukan sesuaty,
balk secara mental, emosi, atau fisik, dan metpenganihi perilalo
merska,

Fungsi Ekspresif, bahasa memiliki fungsi ekspresif ketika mampu
menguinghapkan keadaan batin penulis atau pembicara.

== — — ok
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Jika pembagian fungsl teks tersebut dikaitlkan dengan bahasa
yang digunakan dalam teks hukum, maka penulis berpendapat bahwa
fungsi bahasa yang paling dominan dalam sebuah teles hulaim adalah
fungsi representasional dan fungsi konatif. Sebuah teks hulum tidak
hanya berisi kalimat-kalimat yang mengaca pada objck, fakta atau data
sajm, melainkan juga memiliki fungsi untuk membuat (atau babkan
memaksa) pembaca untuk melakukan sesuatu,

Dalam kanteks penerjemahan, pemahaman alean fungsi bahasa
vang dimiliki oleh sebuah teks hukum diperlukan agar penerjemah bisa
menghasitkan terjemahan yang tidak hanya alourat, jelas, dan wajar
tetapi fuga dapat mampu memiliki fungsi bahasa yang dimiliki oleh
teks aslinya.

Untuks teks Undang-undang No. 1 Tahun 2013, ada beberapa
bukti vang menutjukkan bahwa teks hukum tersebut memiliki dua
fungsi tersebut {fungsi representssional dan fungsi kontatif], antara
lair:

Lembaga Keuangan Mikro yang selanjuinye disingkat LKW
adalah lembaga kewangan yang khusus didirkan  untuk
memberikan  jasa pengembaongan usaka dan pemberdayaan
masyarakal, balk melahsi pinfaman atau pembiayoan  dalem
usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakaf, pengelolaan
simpanan, maougun pemberian jasa konsulfosi pengembangarn
usaha yong Hdak semata-mata menear Keuangan.

Kalimst tersebut adalah salah sat kalimat yang memilild fungsi
representasional, Sementara ifu, kalimat berikut adalah salah sam
lplimat yang menilild fungs] konatif:

Sefiap orang wang menjalankan usahae LEM  fanpa  (En

sebagaimana dimakstud dalam Posal 9 agat (1), dipidana dengna

pidana perjara paling singkat 1 {tahun) dan paling lama 3 (tiga)
tahun serta pidana denda paling sedikit Bp. 50.000.000,00 {lima




JURNAL PENERJEMAHAN, Vil. 1, No, 2, Desember 2014

puluh fta rupiah) dan peling banyak Rp. 1.000.000.000.00 freatu

milicr ruptah).

Dalam kaitannys dengan penerjemahan, seorang penetjemah
teks hukum tidak hanya harus mampu menerjemeahkan fakta-fakta
dan data-data itu sealuraj mungkin, tetapi juga harus mampu
‘menerjemahkan’ unsur konatif, sebagaimana vang ditermukan dalam
teks sumber. Misalnya, dalam menerjemahkan kalimat berflut:

LEM wajib bertransformasi menjadi bank Jikew:

Unsur konatif pada kalimat tersebut terletak pada kata wajib’,
dan padanan Bahaesa Inggris untuk kata 'wajib’ sendic adalah ‘shall’
Maka, salah satu tefjemahan yang memungkinkan adalah:

LKM shall transform inte a bank if:

Hal in1 diperkuat oleh Reizss dan Vermeer (1984) vang
tnengatakan babowa:

Each texi iz produced for a given purpese and should serve
this purpose. The Skopos (purpose) rule thus reads as Follows:
transinte/ inferpret/ speak/wwrite in a way that enables your
texty transiation o function in the same situation in which it is
used and with the people who want to use it and precizely in
the way they want it to function.
Maka dari itu, scbuah terjemahan teks hukum tidalk hanya
harus akurat tfetapi juga harus memiliki fungsi dan tujuan
scbagaimann tels sumbernya.

3. METODE FENERJEMAHAN DALAM PENERJEMAHAN
TEKS HUEKUM

Seperti yang telah dibahas sebelumnys, penerjemahan sebuah
telks hulum memilild kesulitan das tantangannya tersendir, Menunat
Hidayat (20113, seperti yang dilkutip dalam Halim (2008, terjernahan
teks hulum yang baguz memenuhi tiga syarat vang berikut:
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1. Terjemahan wang balk harus akurat (cccurate] dan acpadan
[congruent bila ditinjau dari aspek kebahasaan ataupun hukum
sebagai isinya. Artinys, *Dalam penerjemshan tels hulaam, istilah-
istilah hukum harus diterjemabkan secara tepat pula semantiknya
apar tidak terjadi salah tafsic”. Hoed (199%9: 58}

2. Tolok wukur utama dalam penilajan penerjemaban  adalah
kezepadanan makna antara teks sumber dan teks sazaran. (1]
Terjemahan dianggap salah apabila mengandung distorsi makna
referensial (tidak sekadar dianggep sebagal *terjemahan buruk®)
(Machali 2000: 112);

3. Terjemshan teks hukum harus setin pada teks sumber dan
memperhatikan laras bahasa, gaya bahasa, dan derajat keformalan
dalam bahasa hukum.

Diari ketiga syarat tersebut, muncullah kendala-kendala dalam
proses penerjemahan teks-teks hukum. Seorang penerjemah tentu
haras mampy menerjemahkan secars akurat kata atan istilah yang
terkandung oleh sebuah tela hukum. Salah sam kendala terbesar yang
kemungkinan skan dihadapi oleh seomang penerjemahn teks hulam
adalah  Ketika menerfemahkan kata  atau  istilah  Khosus  yang
diltandung dalam sebuah teks hukum, termasuk undang-undang.

Schagai contoh, dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2013
tentang Lembaga Kewangan Mikro, ada bonyalk kata-kata khusus
bidang ekonomi, seperti deposito, pendanaan, simpanar, permodalan,
dan lain sebagainya. Sementara itu, undang-undang tentang
pertambangan misalnya, tentunya akan sarat dengan kata atau istilah
khusus di bidang pertambangan, Di sinilah salah satu tentangan
terbesar dalam proses penerjemahan teks hulum, utamanyva undang-
undang. Penggunaan kamus stilsh khusus amau  mendatangksn
narasumber yang ahli di bidangnya akan sangat membantu
penerjemah dalam menemukan padanan yang tepat untuk istlah-
istilah dimaksud. Hal ind dikarenakan babwa kamus umum saja belum
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pubih juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,000,.00 (Eaiu

mriliar rupieh,).

Dalam kaitannys dengan penerjemahan, scorang penerjemahb
teks hukum tidak hanya harus mampu menerjemahkan fakta-falkta
dan data-data it seakurat mungkin, tetapl juga harus mampu
‘menerjemahkan’ unsur konatif, sebagaimana yanp ditemukan dalam
teks sumber, Mizalnya, dalam menerjemahban kalimat berikout:

LEM wajib bertransformas: menjadi bank jika:

Unsur konafil pada kalimat tersebut terletak pads kata wajib’,
dan padanan Bahasa Inggris untul lata ‘wajib® sendir adalah “ahall’,
Maka, salah satu terjemahan yvang memungkinkan adalah:

LEM shall transform into a hank i

Hal inl diperkuat oleh Reiss dan Vermeer (1984) wyang
mengatakan bahwa:

Each text is produced for a given purpose and should serue
this purpose. The Skopos (purpose] rule thus reads as foliows:
transiate/ interpret/ speak/ write in o way that enables oL
teat/translution to function in the same situation in which it is
used and with the people who want to wse (0 el precisely in
the wey they want i fo funcion.

Maka dari itu, sebuah terjemahan teks hukum tidak hanya

harus akurat tetapi jugs harus  memiliki fungsi dan tujuan
sebapaimana teks sumbernys

3. METODE PENERJEMAHAN DALAM PENERJEMAHAN
TEKS HUKUM

Sepertl yang telah dibahas sebelumnya, penerjemehat sebuah
teks hukum memiliki kesulitan dan tantangannya tersendiri. Menurut
Hidayat {2013), scperti yang dikutip dalam Halim [2008], terjemahan
teks hukum yang bagus memenuhi tiga sysrat vang beriloat:
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1. Terjemahan yang bailk harus akurat {arcurnte] dan  sepadan
{congruent} bila ditinjau dar aspek kebahasaan ataupun hukoum
sebapai isinya. Artinpa, “Dalam penerjemzhan teks hukum, istilah-
istilah hukum harus diterjemahkan secara fepat pula semantiknya
agar tidak terjadi salah tafeir”. Hoed (19909: 53)

2. Tolok ukur utama dalam penilaian penerjemahan  adalah
kesspadanan makna antars teks sumber dan feks sasaran. [1]
Terjerahan dianggap salah apabila mengandung distorsi makna
referensial (tidak sekadar dianggap sebagai *terjemahan burak’)
Machal: 2000: 112);

3. Terjemahan teks hukum harus setin pada 1eks sumber dan
memperhatikan laras bahasa, gaya bahasa, dan derajat keformalan
delam bahasa huloam.

Dari ketiga syarat tersebut, muncullah kendala-kendala dalam
proses penerjemahan teks-teks hukum, Seorang penerjemah  tentu
harus mampu menerjemahkan secara akurat kata atau istilah vang
terkandung oleh sebuah teks hukum. Salah satu kendala terbesar yang
kemungkinan akan dihadapi oleh seorang penerjemshn teks huloum
adalah ketika meperjemahkan kata stau  istilah  khusus  yemg
dikandung dalam sebuah teks hukum, termasuk undang-undang.

Sebagai contoh, dalam Undang-undang No. 1 Tabun 2013
tentang Lembaga Keuangan Mikro, ads banyak kata-leats khusus
hidang ekonomi, seperti deposite, pendanaan, simpanan, permodalan,
dan lain schagainya. Sementara ita, undang-undang tentang
pertambangan mizalnya, tentunya akan sarat dengan kata atan istilah
khusus di bidang pertambangan. Di sinilah salah satu tantangan
terbesar dalam proses penerjemahan teks hukum, utamanys undang-
undeng. Penggunassn kamus istilsh khusus  atau mendatangkan
narasumber yang ahli di bidangnya akan sangat mem bani
penerjemah dalam menemukan padanan yang tepat untulk istilah-
iztilah dimaksud. Hal ini dikarenakan bahwa kamus umum saja belum
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tentu memberikan padanan yang tepat untuk kata atau  istlah
tereebut,

Hal lain yang perly diperhatikan adalah bahws seorang
penerjemah juga harus mempertehankan tngkat keformalan sebuah
tcks hukum, stau yang dikenal dengan laras (register|. Seperti yang
dikemukakan di atas, tels hukum dj Indonesia dituliz dalam Bahasa
Indonesia ragam tulis dan formal. Oleh kerena itu, terjemahan dar
teks hukum  dimalksud Juga harus menggunakan ragam tulis dan
formal dalam Bahasza Smsaran-nya.

Dari segi motode peneriemahan, di dalam terjemahan Undang-
Undang Republik Indonesiz Nomor | Tahun 2013 Tentang Lembaga
Keuangan Mikro, penulis mengganakan metede penerjemahan yang
digagas oleh Newmark (1997) dalam bukunya ‘A Book of Translation’
Ada 8 |delapan) Metade Penerjemahan, yakni;

Barpihak pada BSn Berpihak pada Bsa
kata demi kata mdaptasi
harfiah {literal) bebaa (iree)
aelia [faithfl) idiomatik (idiomatic)
semantil komunilcatif
< —

Gambar 1. Jenis-jenis terjemahan menurat Newmarlk

Secara wmhum, metode penerjemahan yang paling banyalk
digunakan dalam menerjemahkan ieks Undang-Undang No. 1 Tahun
2013  adalah  Metode Penerjemahan  Idiomatik  dan  Metode
Penerjemahan Setia,

Metode Penerjemahan Idlomatik digunakan pada bagian-bagian
produk hukum tersebut yang sudah beloy {frozer)’. Mizalnya-
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Sudah Culoup.Jelas

| Bsu

Bsaa

Dengan Rahmat Tuhan Yang Mahs
Eaa

By the Grace of God

Self-explanatory

Dalam Undspp-Undang ini yang

dimuakeud dengan:

I thizs Law, the following terms shall
have the following meanings

Ager setlap orang mengetahuioya,
memerintahkan pengundangan
Updang-Undang ini dengan
pencmpatannya  dalam  Lembaran

For publiz cognizance, it is hereby
ordered that this Law be
promulgated in the State Gazeile of
the Republic of [ndonesia

Negara Republik Indonesia

Frasa atmy kalimat tersebut di atas tidak dapat dapat
diterjernahan kata demi kata karena jikoa diterjemahlan kata demi kata,
terjernahan yang dihasilkan dalam T3a tidak akan akurat dan wajar.
Selain itu, baik teks hukum dalam Bahasa Inggris maupun teks
hukum Bahasa Indonesia sudah memiliki frasa yang sudah ‘beku’
untuk istilah-istilah tersebut. Hal ini senada dengan pendapat Larson
(1984} bahwa pada dasarnya, penerjemahar adalsh perubshan bentulk
Dengan kata lain, bestuk TSt dinbah ke dalam TSa, namun dengan
makna yang sama.

Rentuk berbeda

e, By the Grace of

'Qd
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Sementara itu, untuk sebagian besar kalimar di dalam undang-
undang tersebut, metode penerjemsahan yang digunakan adalah Metode

Penerjemahan setia. Metode ini digunakan untuk kalimat-kalimat
memiliki - Fungzi  Represenasional Yang

Fang
mengandung  data dan

fakta. Berikut adalah beberapa contoh kalimat vang dipilih secara acalk:

"t

- Bsy

Haa

LEM dilarang memiliki, baik langsung
[ maupun tidak langsung, oleh WRrES
negara asing, danfatau badan usaha
yang sebagian atau seliruhnya dimiliki
| eleh warga negars asing atau badan
usaha asing,. (Pasal 6)

LEM zhall pot be owmed, either
directly or indirectly, by forcign
nationals andfor legal entities
which are partially ar entirety
owned by forcign  nationals or
foreign legal entities, (Article 6]

Simpanan adalah dana  yang
dipercayakan oleh masyvarakal kepads
LEM dalam bentuls tabungan dan/fatau
deposits berdasarkan pedanjian sesual
dengan  vapg diperjanjikan. (Pasal 1
Ne.2j

Savings mean funds entrusied by
the people to LKM in the form of
gavings and/or deposit under the
funs saving agreement; [Article |
Rumbser 2)

Eetentuan  lobik mengenai
keglatan usaha LEM sebagaimana
| dimaksud dalamm  Paszal 11 sAmpRi
dengan  Pasal 14 diatur  dalam
Peraturan. Otoritas Jasza Kruangan,
(Pazal 15)

lamjust

Furiher terms concerning business
activities of LKM as intended by
Article 11 to Article 14 shall be
regulated in the Regulation of the

finance

Perafuran pelaksanaan dar Undang-
undang ini harus ditetapkan pafing
lama 2 [dus) tahun terhitung  sejak
Undang-undang il diundanghan,
{Pasal 41)

Regulation of the implementation of
thia Law must be stipulsted for a
minimum of 2 {twol years since this
Law is enacted.
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Undang-undang ini  mulal  berlakou Thie Law beging to take effect 2
setelah 2 (dus| tahun terhitung sejak | [two] years since it is promulgated
Undang-undang ini diundanglan

L L

Dari beberapa contoh penerjemahan di atas, dapat dikatakan
bahwa metode penerjemahan yang paling deminaf digunakan dalam
proses penerjemahan Undang-Undang No 1 Tehunn 2013 adalah
Metode Penerjemahan Setin dan Metode Penerjemahan  Idicmatik.
Metode Penerjemahan Setin cenderung digunakan untuk kalimat-
kalimat vang memilili Fungsi Representagional, sementara untuls
klalamt-kalimat veang memililki Fungs Konatif, metode penerjemahan
yang paling dominan digupakan adalah Metode Penerjemohan
jdiomatik, Kita dapat pula asumsikan bahwa untuk sebagan besar
tels-tels hulbum lainoya, utamanya teks undang-undang, metode
penerjermahan yang dapat digunakan oleh penerjemah adalah kedua
metode tersebut,

4. STRATEG! PENERJEMAHAN DALAM PENERJEMAHAN

TEES HUEUM
Newmark [1983] menpatakan bahwa di dalam penerjemahan,

terdapat beberapa strategi penerjemahan, antara Jain:
Transcription
One-to-one translation
Through transioiion
Lexical Synornymiy
Comporential Analysis
TranSoosition
Modulahion
Compensation
Culturnl Equivalence
Translation Label
. Definition

- - S

.
-0
k
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12. Poaraphrose

13. Ekponsi

14. Contraction

15, Recasting SBentences

16. Rewrrangement, improvement
17, Translation Couplet

Strategi-strategi penerjemahan tersehut dapat digunakan letika
StoTang penerjemah menemukan kesulitan menerjemabkan kalimat—
Kalimat atau frasa-frasa dard TSu ke dalam TSa. Staretep yang
digunakan dizesuaikan dengan masalah yang dihadapi. Berksitan
dengan penerjemahan U U No.l Tahun 2013, di dalam teremahan

Bahasa  Inggrienva, petmalia

mencmukan sejumlah strateg]

prenerjemabian yang digunalan, antara lain:

Transposition:
TEuy T3a
LEM bertujuan untak- LEM zhall have the Tollowing
ohjectives:
E e E =
Translation Coupler:
[ f"'&u TSa

LEM vang tempat keduduboan dan
cakupan wilayah ueahanya
mengalatni perubahan sebagai
akibat dari pemekaran wilayah
harus memberitabukan hepada
Choritas Jasa Keuangan

| Financial Services Authority (0.JK)

LEM whese domicite and business areq
woverage changes due to the creation
of a new

regency/municipality/ province
(Pemekaran wilayah) shall niotify the

One-to-one Translation:

TSu

|" TSa

Lembaga Keuanzan Mikro

25

[l Micre Finance Institution

Contoh-contoh penerjemahan beserta prozedur yang dipunakan
tersebut tentunya berbeda dari penenemahan sata teks hukum dengan

—_— e 1
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teks hubum lainoya. Namun demikian, penulis berpendapat bahwa

strategl-strategi penerjemahan yang diusulkan oleh Newmark terscbut

sangatlah berguna dalam menerjemahkan sebuah teks hukaam.

Selain masalah metode dan strategi  penerjemahan, dari
sejumlah  terjemahan  datl beberapa  undang-undang, penulis
menemukan sejumlah  pilihan  terjemahan letikd mencrjemahkan
undang-undang dar Bahasa Indonesia ke dalam Bahasa Inggris. Di
dalam pererjemahan, variasi tersebut memang kerap terjadi. Loin
penerjemah, lain pula varian ferjemahan yang digunakannya. Nida dan
Taber (1969) menyinggung masalah gaya (stylc) ini dalam definisi
mercla mengenai penerjemshan:

Translating consists reproducing  in the recepar

language the closes nanuml equitalent of the source

language message, first in lerms of meaning, and
secondly in terms of style.

Dengan merijuk definisi di atas, dapat dilkatakan bahwa dalam
proses penerjemahan, secrang penerjemah akan selalu dibadapkan
dengan lebih dari satu pilihan ketika menerjemahkan acbuah kata atau
frasa. Hal ini jups termasuk dalam menerjemahkan sebuah tels
hukum. Maka darl i, ddakiah mengherankan bahwa di antara
terjemahan-terjemahan teks hukum vang beredar di Indoanesia,
terdapai beberapa versl terjemahan bahasa Inggris untuk istilah-istilah
belu dalam sebuah teks hukum, kbususnya undang-undang.
Mizalnya, untuk terjemahan dari frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang
Eea’, perilis menemulkan 4 (empat) varan, yakni:

By The Grace OF Almighty Godd (UL Mo.
40 Tahumn 2007} R

With the Blessing of God the Almighty
Dengan BEahmat Tuhan Yang Maka | (U Mo, 33 Tahun 2004]

TR With the Grace of the Une and Only God
(UU Mo, 13 Tahue 3013
- By the Grace of the One Almighty God
' (U No. 24 TAhun 2007) B
5 . - e —— )
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Pilihan-pilihan terjemahan tersebut ditemukan d 4 {empat)
terfernaban UU yang berbeda dan tidak dapat dikatakan mana yang
lebih, mana yang tidak lebih baik dikarenakan hal ini berkaitan dengan
gaya (style).

5. SIMPULAN

Penerjemaban teks hukum pada umumnya dan penerjemahan
UU No. 1 Tahun 2043 Tentang Lembaga Keuangan Mikro pada
khususaya memiliki kesulitan  dan tantangannya sendird. Secara
umum, teks hukum adalah sebuah teks formal, menggunakan ragam
tulis dan mengandung kata-kata yang bersifat khusus, Untuk UU No. 1
Tahun 2013 dimaksud, kata-kata yang bersifat khusus dimaksud
adalah istilah-istilah ekonomi. Dalam menerjemahkan sebuah produk
hukum, seorang  penerjemah hendalmya  memperhatikan Bgar
terjernahninya  tetap  memilik tingkat formalitas  yang sama.
menggunakan ragam formal, menggunakan istilah-istilah hukum yang
lazim digunakan dalam bahasa Sasaran serta memilild  fungsi dan
tjuen yang seperti seperti teks sumbernya. Selain itu, metode dan
strategl penerjemahan yang ditawarkan oleh Newmark juga dapat
digunakan aleh peneriemah ketika berhadapan dengan kalimat-lealimat
atau frase-frasa vang ditemukan dalam sebuah teks huloum.
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